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ABSTRAK 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KOMISI YUDISIAL 

DALAM MELINDUNGI HAKIM DARI KEKERASAN DAN 

ANCAMAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN 

 

Perlindungan terhadap hakim sebagai aparat peradilan yang berperan 

penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim kerap menghadapi 

ancaman, intimidasi, maupun kekerasan dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap 

jalannya persidangan. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial memiliki mandat untuk 

menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, termasuk 

memberikan perlindungan agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara 

independen, aman, dan bebas dari tekanan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung data empiris melalui 

wawancara dengan staf asisten Komisi Yudisial Sumatera Selatan. Pendekatan ini 

bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kewenangan 

Komisi Yudisial serta mengidentifikasi implementasinya di lapangan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan Komisi Yudisial terhadap 

hakim dari ancaman dan kekerasan selama persidangan meliputi advokasi, 

pemantauan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga 

peradilan. Mekanisme perlindungan dilakukan melalui penerimaan laporan 

ancaman, penelaahan fakta, pemberian rekomendasi pengamanan kepada instansi 

terkait, hingga langkah preventif berupa sosialisasi dan edukasi tentang 

pentingnya perlindungan hakim. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah 

faktor penghambat, antara lain keterbatasan kewenangan eksekutorial, minimnya 

sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta 

tingginya potensi intervensi pihak berkepentingan terhadap hakim. Kesimpulan 

penelitian menegaskan bahwa Komisi Yudisial memiliki posisi strategis dalam 

menjaga muruah dan independensi peradilan, namun optimalisasi peran tersebut 

masih menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 

regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta sinergi lintas lembaga agar 

perlindungan terhadap hakim dari kekerasan dan ancaman selama persidangan 

dapat terwujud secara maksimal. 

Kata Kunci : Komisi Yudisial, Perlindungan Hakim, Kekerasan, Ancaman, 

Persidangan. 
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ABSTRACT 

  

LEGAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE JUDICIAL COMMISSION IN 

PROTECTING JUDGES FROM VIOLENCE AND THREATS DURING 

TRIALS 

M. ALFARIZI 

Protection of judges as judicial officials who play an important role in 

upholding law and justice. Judges often face threats, intimidation, and violence 

from parties who are dissatisfied with the proceedings. In this context, the 

Judicial Commission has a mandate to uphold the honour, dignity and conduct of 

judges, including providing protection so that judges can carry out their duties 

independently, safely and free from pressure. The research method used was a 

normative legal approach supported by empirical data through interviews with 

the staff assistants of the South Sumatra Judicial Commission. This approach 

aims to examine the laws and regulations related to the authority of the Judicial 

Commission and identify their implementation in the field. The results of the study 

show that the Judicial Commission's protection of judges from threats and 

violence during trials includes advocacy, monitoring, and coordination with law 

enforcement officials and judicial institutions. The protection mechanism is 

carried out through the receipt of threat reports, fact-finding, the provision of 

security recommendations to relevant agencies, and preventive measures in the 

form of socialisation and education on the importance of protecting judges. 

However, this study also found a number of inhibiting factors, including limited 

authority. The protection mechanism is carried out through the receipt of threat 

reports, fact-finding, the provision of security recommendations to relevant 

agencies, and preventive measures in the form of socialisation and education on 

the importance of protecting judges. However, this study also found a number of 

obstacles, including limited executive authority, a lack of human resources and 

budget, weak coordination between institutions, and the high potential for 

intervention by interested parties against judges. The study concludes that the 

Judicial Commission has a strategic position in maintaining the dignity and 

independence of the judiciary, but optimising this role still faces serious 

challenges. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase resource 

capacity, and promote inter-agency synergy so that the protection of judges from 

violence and threats during trials can be maximised. 

Keywords: Judicial Commission, Protection of Judges, Violence, Threats, Court 

Proceedings
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peran hakim sebagai penegak hukum sangat vital dalam sistem peradilan. 

Hakim bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus yang sering kali 

melibatkan konflik kepentingan dan emosi tinggi. Namun, dalam menjalankan 

tugasnya, hakim tidak jarang menghadapi situasi di mana mereka menjadi target 

tindakan kekerasan dan ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

yang dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka secara efektif. Perlindungan 

terhadap hakim menjadi isu kritis, karena tanpa jaminan keamanan, independensi 

dan integritas proses hukum dapat terancam.
1
 

Pentingnya menjaga independensi dan keamanan hakim sebagai salah satu 

pilar utama dalam sistem peradilan. Hakim memiliki peran yang sangat strategis 

dalam menegakkan hukum, memberikan keadilan, serta menjaga kepastian hukum 

bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, hakim sering kali menghadapi 

berbagai ancaman, baik berupa intimidasi, tekanan, maupun kekerasan, terutama 

ketika memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan kepentingan besar. 

Ancaman terhadap hakim tidak hanya membahayakan keselamatan pribadi 

mereka, tetapi juga dapat memengaruhi objektivitas dan kebebasan hakim dalam 

                                                
1
  Komisi Yudisial. (2023). Independensi Hakim Bagian Dari Esensi Keadilan. Diakses 

dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15422/independensi- hakim-bagian-

dari-esensi-keadilan( diakses pada tanggal 01 November 2024). 
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menjalankan tugasnya. Kondisi ini berpotensi merusak wibawa peradilan 

dan mengganggu prinsip.
2
 

Di Indonesia, meskipun terdapat undang-undang dan peraturan yang 

mengatur perlindungan bagi aparat penegak hukum, implementasinya masih 

sering kali lemah. Banyak hakim yang merasa tidak aman saat menjalankan 

tugasnya di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan 

berat atau kasus yang mendapat perhatian publik yang tinggi. Ancaman ini tidak 

hanya datang dari pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga dari kelompok-

kelompok tertentu yang berusaha memengaruhi proses hukum.
3
  

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY), 

yang memperkuat peran serta fungsi lembaga ini dalam menjaga integritas hakim 

dan sistem peradilan di Indonesia. Undang- Undang ini lahir sebagai bagian dari 

reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 

profesionalisme dalam sistem peradilan, dengan fokus utama pada pengawasan 

perilaku hakim. Salah satu poin utama dari Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 

2011 adalah perluasan wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim. KY 

diberi tugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim, baik di pengadilan umum maupun Mahkamah Agung.  

Komisi ini berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan 

bahwa para hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan pedoman 

                                                
2
 Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: 

Meningkat, Independensi, dan Kualitas:(Judicial Power Reform in Indonesia: Improving 

Independence, Transparency, and Quality). Journal Customary Law, 1(2), 9-9. 
3
 Hasanal Mulkan, (2023). Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media.hlm.12 

 



3 
 

 

perilaku yang telah ditetapkan. Jika terdapat dugaan pelanggaran, KY dapat 

memberikan rekomendasi sanksi yang bersifat administratif. Selain fungsi 

pengawasan, KY juga berperan dalam proses seleksi hakim agung. Berdasarkan 

Undang-Undang ini, KY memiliki wewenang untuk mengusulkan nama-nama 

calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah melalui 

proses seleksi yang ketat. KY juga ikut terlibat dalam seleksi hakim konstitusi 

yang diusulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Berbagai fakta hukum menunjukkan bahwa banyaknya kasus kurangnya 

perlindungan hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya , satu di antaranya 

adanya tindakan kekerasan dan ancaman di dalam persidangan contoh kasusnya 

yaitu pada tahun 2021 terjadi insiden pengancaman terhadap seorang hakim di 

Pengadilan Negeri Jakarta setelah hakim tersebut menjatuhkan putusan yang 

dianggap merugikan salah satu pihak dalam kasus tindak pidana. Ancaman ini 

dilaporkan kepada Komisi Yudisial (KY), yang kemudian bergerak untuk 

memberikan perlindungan kepada hakim tersebut. KY memiliki peran penting 

dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim dengan cara memberikan 

advokasi kepada mereka yang menjadi sasaran ancaman atau perlakuan yang tidak 

wajar. Insiden ini menyoroti tantangan yang dihadapi para hakim dalam 

menjalankan tugasnya, terutama ketika putusan-putusan yang diambil berpotensi 

memicu konflik atau ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu.
4
 

                                                
4
 Wahida, S.Y.R. (2020). Jaminan Keamanan Bagi Hakim Sebagai Penegak Hukum di 

Pengadilan Agama. Diakses dari https://pa-karangasem.go.id/kras/publikasi-pa- krs/2020-08-31-

03-22-47/321-jaminan-keamanan-bagi-hakim-sebagai-penegak-hukum-di-pengadilan-agama.(dia 

kses pada tanggal 01 November 2024). 
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Kasus penganiayaan terhadap Hakim Sunarso dari Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat terjadi pada awal Januari 2020, mencerminkan ancaman nyata yang 

dihadapi para hakim dalam menjalankan tugas yudisial mereka. Hakim Sunarso, 

yang kala itu sedang menangani berbagai perkara perdata, menjadi korban 

penganiayaan oleh orang tak dikenal di luar kantornya, tepatnya di Jalan Bungur 

Besar, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut terjadi ketika Sunarso hendak pulang 

setelah bertugas di pengadilan. Ia diserang secara tiba-tiba hingga mengalami 

luka-luka yang cukup serius. Insiden ini mengundang perhatian publik dan 

komunitas hukum, yang menganggap serangan tersebut sebagai bentuk ancaman 

terhadap independensi peradilan. Kasus ini tidak hanya menunjukkan potensi 

kekerasan fisik yang dapat dialami oleh para hakim, tetapi juga menunjukkan 

bagaimana tekanan dari luar, baik berupa fisik maupun psikologis, dapat 

mengancam integritas pengadilan. Setelah penganiayaan ini, berbagai pihak 

mendesak agar keamanan bagi hakim ditingkatkan, terutama mereka yang 

menangani kasus-kasus sensitif atau berisiko tinggi. Kejadian seperti ini 

mencerminkan pentingnya perlindungan yang lebih ketat bagi aparat penegak 

hukum agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan adil dan tanpa rasa 

takut.
5
 

Pada tahun 2019, terjadi kasus penganiayaan terhadap seorang hakim oleh 

seorang pengacara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini menjadi 

perhatian luas karena melibatkan tindak kekerasan dari pihak yang seharusnya 

                                                
5
 Indonesia, Komisi Yudisial Republik. "Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik 

Indonesia,https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Lap

oran-Tahunan-KY-2020 ( diakses 20 Desember 2024). 
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memahami dan menghormati proses hukum. Peristiwa ini terjadi pada 18 Juli 

2019, ketika seorang pengacara bernama Desrizal menghadiri sidang perkara 

perdata yang sedang ditangani oleh Hakim Ketua Sunarto. Saat sidang 

berlangsung, Desrizal tiba-tiba menyerang hakim dengan sabuk yang ia kenakan. 

Serangan itu dilakukan secara tiba-tiba setelah hakim membacakan putusan yang 

tidak menguntungkan klien Desrizal.  

Hakim Sunarto pun menjadi sasaran kekerasan fisik, di mana Desrizal 

memukulkan sabuknya ke arah hakim hingga mengenai tubuh dan kepala Sunarto. 

Beruntung, serangan ini tidak menimbulkan luka serius. Tindakan penganiayaan 

ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena pelakunya adalah seorang 

pengacara yang seharusnya memahami pentingnya etika dan integritas dalam 

proses persidangan. Kasus ini pun langsung ditangani oleh aparat kepolisian, dan 

Desrizal kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan penganiayaan 

terhadap hakim. Kejadian ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan hukum di 

Indonesia, termasuk dari Mahkamah Agung, yang mengecam keras segala bentuk 

kekerasan terhadap hakim. Peristiwa tersebut juga memperkuat desakan untuk 

meningkatkan perlindungan keamanan bagi para hakim, terutama dalam 

menghadapi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. 
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Grafik 1 

           Kasus Tindak Kekerasan dan Ancaman Bagi Hakim dalam Persidangan 

 

 

Grafik batang di atas menunjukkan jumlah kasus kekerasan fisik dan 

ancaman terhadap hakim dalam persidangan selama periode 2019-2021 

berdasarkan laporan dari Komisi Yudisial. Kasus ancaman terhadap hakim lebih 

dominan dibandingkan dengan kasus kekerasan fisik, dan meskipun ada sedikit 

fluktuasi, terancam tetap tinggi sepanjang tiga tahun tersebut.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas 

maka penulis memandangi perlu untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi 

yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Peran Komisi Yudisial dalam 

Melindungi Hakim dari Kekerasan Ancaman Selama Proses Persidangan.” 

 

 

Sumber: 

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2019 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme Komisi Yudisial dalam melindungi 

Hakim dari Kekerasan dan  Ancaman Selama Proses Persidangan?   

2. Apakah faktor penghambat Komisi Yudisial dalam melindungi Hakim dari 

Kekerasan dan Ancaman selama proses Persidangan? 

 

C. Ruang lingkup  

Ruang lingkup dalam pembagian penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

tentang  Analisis Yuridis terhadap Peran Komisi Yudisial dalam Melindungi 

Hakim dari Kekerasan dan Ancaman Selama Proses Persidangan. dengan 

berpedoman pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, serta Peraturan 

Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Ruang lingkup 

penelitian ini menitikberatkan pada kajian normatif mengenai kedudukan, tugas, 

dan wewenang Komisi Yudisial dalam memberikan perlindungan terhadap hakim 

dari ancaman maupun tindak kekerasan selama menjalankan persidangan. 

Pertama, ruang lingkup difokuskan pada pengaturan mengenai jaminan 

independensi hakim sebagaimana pentingnya perlindungan terhadap hakim agar 

dapat memutus perkara secara bebas tanpa tekanan.  

Kedua, penelitian ini juga mencakup telaah terhadap Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2011  yang menjadi dasar hukum peran KY dalam mengusulkan 

pengangkatan hakim agung sekaligus melakukan advokasi serta perlindungan 

profesi hakim. Ketiga, ruang lingkup penelitian diperluas pada pengaturan teknis 
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mengenai mekanisme advokasi, pendampingan, dan pemberian perlindungan 

hukum sebagaimana diatur dalam  Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Advokasi Hakim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

membatasi diri pada analisis normatif mengenai kewenangan KY, tetapi juga 

mencakup implementasi praktis perlindungan hakim, bentuk koordinasi antar 

lembaga negara, serta evaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mewujudkan 

rasa aman dan independensi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dan manfaat dalam 

penelitian ini adalah untuk: 

1.  Mengetahui dan menganalisis bentuk dan mekanisme Komisi Yudisial dalam 

melindungi hakim dari kekerasan dan ancaman selama proses persidangan. 

2. Mengetahui dan mengidentifikasi apakah faktor penghambat Komisi Yudisial 

dalam melindungi hakim dari kekerasan dan ancaman selama proses persidangan. 

E. Manfaat  Penelitian 

1.Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum dan penyelesaian 

kesepakatan perdamaian perkara perdata. Studi ini dapat menambah literatur 

akademik terkait analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi hakim dari 

tindakan kekerasan ancaman selama proses Persidangan. 
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2.Manfaat Praktis 

a.Bagi Hakim 

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi hakim dalam memutus perkara 

yang melibatkan perlindungan terhadap aparat penegak hukum, khususnya terkait 

ancaman atau tindakan kekerasan yang mungkin dihadapi saat menjalankan tugas 

di persidangan. Dengan penelitian ini, hakim dapat memperoleh perspektif yang 

lebih komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia serta 

peran pengawasan untuk melindungi integritas hakim dalam menjalankan 

fungsinya, sehingga putusannya dapat lebih adil dan sesuai dengan peraturan 

hukum yang berlaku. 

b.Bagi Pengacara 

Bagi pengacara, penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai 

aspek hukum yang harus diperhatikan dalam menangani kasus perlindungan 

terhadap aparat peradilan, baik dalam membela kepentingan klien yang terlibat 

dalam perkara yang melibatkan aparat hukum atau dalam situasi yang berisiko 

terhadap keselamatan para penegak hukum di pengadilan. Pengacara dapat 

menggunakan informasi ini untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam 

memberikan pembelaan hukum yang tepat. 

c.Masyarakat  

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan 

pemahaman umum tentang proses perlindungan hukum dalam peradilan untuk 

melindungi hak-hak berbagai pihak yang terlibat. Hal ini dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tentang pentingnya keamanan 
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dan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga putusan yang 

diambil dapat lebih adil dan bebas dari tekanan eksternal. 

F. Kerangka Konseptual 

Definisi kerangka konseptual adalah kerangka konseptual adalah suatu 

struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu 

penelitian, yang berfungsi sebagai peta atau panduan bagi peneliti dalam 

merumuskan dan mengorganisir ide-ide serta konsep-konsep penelitian. 

1.Analisis Yuridis 

Analisis yuridis adalah proses sistematis dalam mengkaji peraturan 

perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk menemukan, 

memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan 

permasalahan tertentu. Dalam analisis ini, hukum diperlakukan sebagai norma 

yang mengatur perilaku masyarakat, dan tujuan dari analisis yuridis adalah untuk 

menemukan solusi yang tepat dan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Analisis 

yuridis dimulai dengan identifikasi isu hukum, diikuti dengan telaah terhadap 

peraturan-peraturan yang terkait, serta bagaimana aturan tersebut telah 

diinterpretasikan dan diterapkan oleh pengadilan. Pendekatan ini melibatkan 

interpretasi undang-undang secara literal (berdasarkan teks) maupun kontekstual 

(melihat tujuan dan latar belakang pembentukan hukum).
6
 

 

 

                                                
6
 Mertokusumo, S., 2021. Hukum, P. Sebuah Pengantar, Yogyakarta: CV. Maha Karya 

Pustaka. hlm.15 
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2.Komisi Yudisial 

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga independen di Indonesia yang 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY Fungsi 

utama KY adalah menjaga dan meningkatkan kualitas serta integritas sistem 

peradilan dengan mengawasi perilaku hakim. Lembaga ini memiliki tanggung 

jawab untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, 

termasuk menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, dan 

memberikan sanksi administratif kepada hakim yang terbukti melanggar aturan.
7
 

3.Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan keamanan 

dan keadilan bagi individu atau kelompok dari tindakan yang merugikan, baik 

yang dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh negara itu sendiri. Perlindungan 

hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan 

dilindungi, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak 

tersebut. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat mencakup berbagai aspek, 

seperti perlindungan terhadap hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta 

perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. 
8
 

4.Hakim 

Hakim adalah seorang pejabat negara yang memiliki wewenang untuk 

memimpin dan memutuskan perkara di pengadilan. Tugas utama hakim adalah 

menegakkan keadilan dengan cara memeriksa, mendengarkan, dan memutuskan 

                                                
7
 Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan 

Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. Jurnal 

Kajian Konstitusi, 1(1), 1-25. 
8
 Satjipto Rahardjo,2020. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 105. 
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sengketa yang diajukan di depan pengadilan, baik itu perkara pidana, perdata, 

maupun administrasi.
9
 Hakim berperan sebagai pihak yang netral, yang 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai 

dengan hukum dan prosedur yang berlaku, serta memberikan putusan berdasarkan 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan norma hukum yang relevan.
10

 

5.Kekerasan dan Ancaman 

Tindakan kekerasan adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh individu 

atau kelompok yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, atau emosional 

kepada orang lain. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk 

kekerasan fisik, seksual, verbal, dan psikologis. Kekerasan fisik mencakup 

serangan fisik yang mengakibatkan luka atau cedera, sementara kekerasan seksual 

melibatkan pemaksaan atau eksploitasi seksual terhadap individu tanpa 

persetujuan. Kekerasan verbal mencakup penghinaan, ancaman, atau ujaran 

kebencian yang dapat merusak martabat seseorang, dan kekerasan psikologis 

mencakup perilaku yang merendahkan, mengintimidasi, atau mengontrol individu 

lain secara mental.
11

 

6.Persidangan 

Persidangan adalah proses hukum di mana suatu perkara disidangkan di 

pengadilan untuk mendengarkan argumen, bukti, dan kesaksian dari pihak-pihak 

yang terlibat, serta untuk mencapai keputusan atau putusan yang adil. Persidangan 

merupakan tahap penting dalam sistem peradilan, yang berfungsi untuk 

                                                
9
 Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan 

Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Hukum, 2(2), 104-121. 
10

 Sudikno Mertokusumo (2021)., Hukum Acara  Perdata Indonesia . Yogyakarta: 

Liberty, hlm.23 
11

 Johan Galtung, Violence, Peace, and Peace Research (Oslo: PRIO, 2018), hlm. 30 
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menegakkan hukum dan keadilan. Persidangan dapat berlangsung dalam berbagai 

jenis kasus, baik pidana, perdata, maupun administrasi, dan setiap jenis perkara 

memiliki prosedur dan aturan yang spesifik.
12

 

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Review studi terdahulu yang relevan adalah proses analisis dan sintesis 

terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau isu 

yang sedang diteliti: 

1. Disertasi yang dilakukan oleh Nasution (2022) Universitas Islam Sumatera 

Utara dalam  penelitian berjudul   Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim 

Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-

Iv/2006)  dengan rumusan masalah: 
13

 

1.1 Bagaimana pengaturan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dalam 

perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? 

1.2 Apa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 

005/PUU-IV/2006 terkait kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial? 

1.3 Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-

IV/2006 terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap 

hakim di Indonesia? 

                                                
12

 Marzuki, Mahmud. 2017. Penelitian hukum: Jakarta: Edisi revisi. Prenada Media, 

.hlm.12 
13

 Nasution, M. A. (2022). Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi 

Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, 

Universitas Islam Sumatera Utara), hlm.2  
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Pembahasan penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap 

kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim 

ditinjau dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dengan menelaah secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

005/PUU-IV/2006. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membatasi 

kewenangan Komisi Yudisial hanya sebatas mengawasi perilaku hakim, bukan 

menyentuh ranah teknis yudisial atau independensi hakim dalam memutus 

perkara. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa fungsi pengawasan KY 

menjadi bersifat etik dan moral, sementara pengawasan teknis yudisial 

sepenuhnya berada pada Mahkamah Agung.  

Perbedaan utama  erletak pada fokus kajian dan ruang lingkup analisis. 

Penelitian Nasution lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan normatif 

Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim  berdasarkan 

konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga sifatnya sangat normatif-

konseptual dan menyoroti  batas kewenangan KY dalam sistem ketatanegaraan. 

Sedangkan penelitian dengan judul kedua berfokus pada peran praktis Komisi 

Yudisial dalam melindungi hakim dari kekerasan dan ancaman, yang 

menempatkan KY bukan hanya sebagai lembaga pengawas etik, tetapi juga 

sebagai pihak yang memiliki fungsi advokasi, pemantauan, serta koordinasi 

dengan aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan hakim dalam 

menjalankan persidangan.  
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2. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Fathurohman, (2023). UNIVERSITAS 

ISLAM SULTAN AGUNG) dengan judul Rekonstruksi Regulasi Kewenangan 

Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang 

Berdasarkan Nilai Keadilan  dengan rumusan masalah: 

2.1.Bagaimana pengaturan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga 

keluhuran marwah dan martabat hakim menurut regulasi yang berlaku saat ini? 

2.2 Apa saja kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan kewenangan Komisi 

Yudisial terkait menjaga kehormatan dan martabat hakim? 

2.3 Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan Komisi Yudisial yang ideal agar 

dapat mewujudkan perlindungan dan pengawasan hakim berdasarkan nilai 

keadilan? 

      Pembahasan mengenai penelitan ini adalah  Berfokus pada analisis kritis 

terhadap kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga keluhuran marwah 

dan martabat hakim dengan menekankan pada nilai keadilan sebagai dasar 

pijakan. Penelitian ini menelaah bagaimana regulasi yang ada saat ini baik yang 

tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman, maupun Undang-Undang tentang Komisi Yudisial masih memiliki 

kelemahan dalam memberikan landasan kewenangan yang kuat dan komprehensif 

bagi KY. Pembahasan juga menyingkap adanya tumpang tindih kewenangan 

antara KY dan Mahkamah Agung yang kerap menimbulkan konflik kelembagaan, 

sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim sering tidak berjalan 

optimal. Selain itu, penelitian ini mengkritisi bahwa marwah dan martabat hakim 
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tidak cukup hanya dijaga dengan mekanisme pengawasan formal, melainkan 

harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip moralitas, integritas, dan keadilan 

substantif yang sejalan dengan harapan masyarakat .
14

 

 Sedangkan perbedaan dari Analisis Yuridis Terhadap Peran Komisi 

Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan dan Ancaman Selama Proses 

Persidangan berbeda dengan penelitian yuridis normatif lainnya karena fokusnya 

lebih pada aspek perlindungan praktis hakim dari ancaman dan kekerasan  bukan 

sekadar pengawasan etik atau kewenangan formal Komisi Yudisial. Penelitian ini 

menekankan pada mekanisme advokasi, pemantauan, dan koordinasi KY dengan 

aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan hakim selama persidangan, 

sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat dan kebutuhan penguatan 

kelembagaan. Dengan demikian, pendekatan penelitian bersifat  aplikatif dan 

empiris, berbeda dengan penelitian normatif yang hanya menganalisis regulasi 

atau putusan pengadilan. 

3.Penelitian Alfarauq,  (2025) yang berjudul Urgensi Kewenangan Komisi 

Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim. Konsensus: Jurnal Ilmu 

Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, sebagai objek kajian, dengan rumusan 

masalah: 

3.1. Bagaimana urgensi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku 

hakim di Indonesia? 

                                                
14

 Fathurohman, D. T. (2023). Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial 

Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai 

Keadilan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG). Hlm.5  
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3.2. Apa bentuk dan mekanisme yang digunakan Komisi Yudisial untuk 

mengawasi dan menegakkan perilaku hakim sesuai standar etik dan 

profesionalisme? 

3.3 Faktor apa saja yang menjadi tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan 

kewenangan Komisi Yudisial untuk menjaga perilaku hakim?
15

  

Urgensi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku hakim 

dengan penekanan pada aspek , pengawasan etik, profesionalisme, dan penegakan 

standar perilaku hakim  secara umum. Penelitian ini lebih bersifat normatif dan 

konseptual, menelaah bagaimana kewenangan KY berfungsi untuk memastikan 

hakim mematuhi kode etik dan menjaga integritas peradilan, tanpa menyoroti 

ancaman fisik atau kekerasan yang mungkin dialami hakim selama proses 

persidangan. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada perlindungan praktis 

hakim dari kekerasan dan ancaman selama persidangan, menekankan mekanisme 

advokasi, pemantauan, dan koordinasi KY dengan aparat penegak hukum untuk 

memastikan keamanan hakim.  

Dengan demikian, penelitian Alfarauq et al. bersifat  normatif-konseptual 

terkait perilaku hakim, sedangkan penelitian Anda lebih aplikatif-empiris, 

menekankan aspek perlindungan fisik dan nonfisik serta faktor penghambat 

pelaksanaannya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian Anda melengkapi 

kajian sebelumnya dengan menyoroti sisi praktis dan keamanan hakim yang 

                                                
15

 Alfarauq, D. Y., Marwiyah, S., & Prawesthi, W. (2025). Urgensi Kewenangan Komisi 

Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum 

dan Ilmu Komunikasi, 2(2), Hlm.18 
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secara langsung mempengaruhi kemampuan hakim dalam menjalankan tugas 

secara aman dan bebas dari tekanan. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research), yaitu suatu 

penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk 

perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi 

ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan 

hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam 

masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap 

kajian yaitu:  

1. Tahap pertama adalah kajian megenai hukum normatif yang berlaku 

2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  

Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan 

dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi 

pelaksanaan ketentuan- ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan 

secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data 

sekunder dan data primer.
16
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Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah 

hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi 

hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif 

tersebut, Peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data 

dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan 

penelitian. 

Jenis penelitian yang dapat digunakan adalah empiris dan normatif. 

Penelitian empiris mengacu pada studi yang dilakukan berdasarkan data lapangan, 

di mana peneliti akan mengumpulkan data langsung dari hakim, pengacara, 

petugas keamanan, atau pihak lain yang terlibat dalam proses persidangan untuk 

memahami secara nyata bagaimana bentuk ancaman atau kekerasan dialami oleh 

hakim selama bertugas. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi 

pengalaman dan pandangan langsung para praktisi terkait perlindungan yang 

tersedia serta efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ancaman 

tersebut. Penelitian normatif, di sisi lain, berfokus pada kajian terhadap peraturan 

perundang-undangan dan doktrin hukum yang mengatur perlindungan bagi hakim. 

Penelitian ini akan menganalisis kerangka hukum yang ada, seperti undang-

undang, peraturan Mahkamah Agung, dan doktrin hukum terkait perlindungan 

profesi hakim, serta melihat kesesuaiannya dengan realitas yang ada. Pendekatan 

ini akan lebih menekankan pada aspek teori hukum dan norma-norma yang 
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mengatur bagaimana hakim seharusnya dilindungi dari ancaman atau kekerasan 

dalam menjalankan tugasnya.
17

 

2.Sumber dan Jenis Data  

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang 

akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan melakukan 

penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Di dalam penelitian ini jenis 

data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari:  

1. Bahan hukum primer:  

a) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011  tentang Komisi Yudisial (KY) 

c) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain. Penelitian ini 

menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.  

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus 

hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain. 
18

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

                                                
17

 Efendi, J., & Ibrahim, (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta. 

Kencana.  hlm.4 
18

 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Ul-

Press, Jakarta, hlm. 2 

 



21 
 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan wawancara (interview) kepada responden untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh 

melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan dua metode 

pengumpulan bahan yaitu:  

a) Studi Kepustakaan  

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi 

dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain 

yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.  

b) Studi Lapangan  

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa 

data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan 

wawancara terstruktur kepada: 

1. Staff Komisi Yudisial 

Di mana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan 

sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden. 

Model wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin. Pewawancara 

bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa saja yang harus 

dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan. Fungsi daftar 

pertanyaan adalah untuk menghindari tertinggalnya pokok-pokok data penelitian 

yang penting dan agar pencatatan lebih cepat.
19
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2. Analisis Data  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu 

dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori 

yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan 

hasil. Di dalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum 

ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis 

minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau conclusion Dalam logika silogistik 

untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, 

sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dari kedua 

premis tersebut ditarik kesimpulan.
20

 

I. Sistematika Penulisan 

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Peran Komisi 

Yudisial dalam Melindungi Hakim  dari  Kekerasan dan Ancaman Selama 

Proses Persidangan”, terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB I   Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang 

 lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan  

 sistematika penulisan 

BAB II             Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini disajikan untuk memberikan landasan teoritis dan 

 pemahaman yang mendalam mengenai Analisis Yuridis Terhadap 
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 Peran Komisi Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan 

 dan  Ancaman Selama Proses Persidangan.  

BAB III    Pembahasan 

Pembahasan pada bab ini disajikan untuk menguraikan secara 

 mendalam tentang Analisis Yuridis Terhadap Peran Komisi 

 Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan  dan  Ancaman 

 Selama Proses Persidangan.  

BAB IV           Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 
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